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A. Pengantar 
Materi keempat belas ini mengajak mahasiswa untuk dapat mengetahui perkembangan hukum administrasi negara di saat ini, khususnya administrasi pertanahan.Tujuan materi ini pada akhirnya adalah ingin membuat agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan berfikir secara kritis terhadap sistem administrasi pertanahan.
B. Kompetensi Dasar 
1. Mahasiswa mampu mengetahui perkembangan HAN saat ini pada umumnya.
2. Mahasiswa mampu mengetahui  perkembangan HAN saat ini khususnya di dalam permasalahan administrasi pertanahan.
C. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 
1. Mahasiswa mampu mengetahui perkembangan HAN saat ini khususnya administrasi bidang pertanahan.
2. Mahasiswa mampu mengkritisi administrasi pertanahan di Indonesia demi meningkatkan layanan administrasi bidang pertanahan.
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembelajaran diselenggarakan untuk memahami materi ini dengan pendekatan contextual Instruction . 

2. Untuk materi ini mahasiswa mempelajari penjelasan materi mengenai perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia selama 90 menit. 

3. Selanjutnya selama 60 menit, mahasiswa di ajak diskusi dan tanya jawab.

E. Materi Belajar
Menanggapi Kelemahan Administrasi Pertanahan ini, Prof Arie menjelaskan,  pada tahun 1993 dirinya pernah didatangi oleh berapa orang dari Bank Dunia, dan menanyakan apa yang bisa dibantu kepada Indonesia untuk menghindarkan sengketa pertanahan. “  Please help the land administration,” begitu jawabnya. Diberilah pinjaman dana lalu ada proyek land administration kerja sama dengan Pemerintah Australia Utara. Pertama yang dilakukan adalah mengubah PP 10 Pendaftaran Tanah dan membuat PP 24/91.
Peraturan yang disusun memang dimaksudkan untuk  membela pihak yang lemah, misalnya kalau tidak ada bukti pemilikan mereka bisa mendaftarkan dengan pengakuan hak, dengan saksi-saksi pernyataan . Tapi ini sering sekali di manipulasi oleh Pejabat, Lurah Dan Camat. Mereka pokoknya formil dipenuhi, lalu ditandatangani. Semestinya,  diteliti dulu apakah secara materiil benar. Kemudian bukti-bukti lain seperti girik, verponding Indonesia atau akte jual beli, itu bisa didaftarkan dan bisa menjadi sertifikat. 
Sesudah itu ada penyederhanaan mengenai pendaftaran tanah, ada tim ajudikasi di  tiap-tiap kelurahan sudah di beberapa tempat ada yang memperoleh manfaat seperti pegawai di  UI, banyak yang mensertifikatkan dengan harga murah. Tetapi kemudian ada ketentuan lain mengenai perolehan hak atas tanah dan bangunan seperti di DKI 25 ribu murah, tapi pajaknya 2-3 juta, akhirnya tak sanggup lagi dan program itu tak jalan.

 

Menurut konsultan hukum agraria ini, di tiap-tiap kantor kelurahan seharusnya ada peta dasar tanah, lalu yang sudah bersertifikat diberi tanda, sehingga tidak datang girik-girik lain yang ingin membuat sertifikat di lokasi yang sama. 
Pernah terjadi di Kabupaten Bogor, tahun 1980-an satu bidang tanah ada 7 sertifikat. Dia menyatakan mengetahui karena semuanya dijaminkan, waktu itu mau mengeksekusi untuk lelang karena dijaminkan oleh Bank Swasta asing. Ternyata bank swasta lain juga begitu. “ Kan jika punya peta, orang lain yang akan mengurus sertifikat tidak bisa, sebab tidak terjadi tumpang tindih, nyatanya banyak sekali terjadi tumpah tindih.,” tukasnya.

 

Ada baiknya, lanjut Prof. Arie, administrasi pertanahan bisa disatukan dengan administrasi pajak, karena sudah agak rapi peta-peta dari PBB, meski banyak salah dalam ukuran detil. Dalam proyek land administration,  pernah dicoba menyatukan peta pajak, peta BPN dan peta tata kota tapi belum berhasil. Akibatnya, seperti sekarang ini PEMDA DKI mau membangun Banjir Kanal mengalami kesulitan sebab diatas lokasi sudah banyak jalan, jembatan dan sudah banyak SIPT dikeluarkan.

            

Ubah payung hukum 

Lebih jauh Prof. Arie mengatakan, 80% isi UUPA adalah soal tanah. Kalau UUPA akan tetap digunakan sebagai payung,  tidak diubah mungkin agak sulit karena disana sudah mengatur hak guna bangunan,  jangka waktunya sekian tahun dan dapat diperpanjang.

 

Karena itu  kalau mau menyusun UU Pertanahan maka UUPA harus direvisi dulu. Payungnya harus diubah dulu supaya nanti klop, nanti seperti UU Penanaman Modal (PM), keluar semacam itu orang kan jadi bingung. Orang BPN mengatakan ini akan diberikan bertahap, padahal disana dikatakan akan diberikan sekaligus sekian tahun.

 

Dia menyatakan setuju saja dibikin UU Pertanahan, karena ini porsinya Pak Joyo(Kepala BPN), tetapi untuk soal agraria bukan wewenang BPN saja. Kalau UUPA masih mamadai, berarti ada beberapa UU yang harus dihapuskan kalau memang lebih disesuaikan dengan keadaan sekarang.

 

Dia cenderung mengatakan, persoalannya bukan semata-mata karena kelemahan UU, sebab dirinya termasuk orang yang tidak suka menyalahkan UU. Sedang UUPA  ada aturan pelaksanaannya, dan PP 40 itu lebih jelas lagi, termasuk mengatur HGU dan HGB bagaimana cara perpanjangnya.

 

Justru yang terpenting efektifitas peraturan apakah UU atau PP, kalau masih kurang harus ditambahkan. Seperti hak milik belum ada kejelasan mengenai jual beli, semula akan dibuat RUU Hak Milik, tapi sampai sekarang belum ada juga.

 

Kalau UU kurang lengkap harus diubah atau direvisi, jika belum ada PPnya harus dibuat. Aparat penegak hukumnya dari hakim, jaksa, polisi sampai kepada pejabat BPN, perlu ditambah pengetahuan dan ketrampilannya dalam soal pertanahan. Selama ini  hakim dan polisi pengetahuan soal tanah kurang, buktinya sering diminta saksi ahli di Mabes. Bahkan dirinya juga diminta memberi kuliah.

 

“Jadi memang itulah kelemahan penegak hukum dan itu disadari kalangan hakim, termasuk Ketua MA Bagir Manan sendiri memang mengakui pengetahuan hakim soal tanah memang kurang,” ia menjelaskan. 

 

Selain itu, lanjut Prof. Arie, kelemahan kasus tanah bersumber dari hukumnya sendiri, penegak hukumnya, masyarakatnya dan yang terakhir fasilitas. Peta-peta belum ada, satu peta yang bisa melihat kalau ini sudah diterbitkan sertifikat orang lain tidak dapat lagi datang ke lokasi yang sama. “Jadi peta-peta tanah bisa mencegah terjadinya tumpang tindih,” katanya.

 

Pihaknya baru melakukan perombakan tahun 1993 karena sebelumnya kacau. Begitu pula sosialisai kepada masyarakat juga kepada penegak hukumnya perlu lebih diintensifkan. Ditegaskan pula, orang mau menegakkan hukum, tapi tidak tahu hukum pasti akan susah apalagi tidak ada fasilitas pendukung.

 

Dalam melayani masalah pertanahan cukup berat, mestinya ada dana tersendiri  sehingga tidak menarik dari pihak-pihak bahkan kalau perlu dibuat daftar biayanya. “Pelayanan pengurusan surat pertanahan juga harus ditingkatkan. Dari cara melayani, transparansi biaya juga fasilitasnya.” jelas dia. 
Apalagi BPN mau mengadakan reforma agraria, suatu program besar-besaran termasuk pembagian tanah gratis 9 juta hektar. Perlu disiapkan dengan cermat dan hati-hati apakah sudah siap petanya, piranti lain yang dapat menjelaskan apakah orang yang mendapatkan tanah gratis ini tidak menjual lagi.

 

Sama dengan rusun, dibangun pemerintah, tapi penghuninya sudah second semua dan orang mampu. Budaya semacam itu harus dihilangkan, juga harus dilihat sosial budaya masyarakat. Contoh lainnya, kasus Landreform HM Bakri, punya tanah sudah diserahkan ntuk Landreform tapi tidak dapat ganti rugi, tanahnya dijual lagi untuk Deplu akibatnya tak sesuai dengan peruntukannya. 

	


F. Evaluasi Belajar 
1. Latihan 
a. Soal 
Jawablah latihan soal di bawah ini 

1. Bagaimana sistem administrasi pertanahan di Indonesia saat ini? Sudah baik atau masih buruk?
2. Bagaimana upaya peningkatan layanan administrasi pertanahan agar lebih baik lagi?
b. Kunci jawaban 
Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi.
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